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KATA PENGANTAR 

  

  

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku merupakan 

komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dinas dalam memberikan pelayanan yang berkualitas 

kepada masyarakat di bidang Informatika dan Komunikasi. Penyusunan Renstra Dinas 

mengacu kepada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Maluku, yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan rencana Kerja 

Anggaran (RKA). Di dalam dokumen Renstra ini merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah 

Kebijakan dan langkah-langkah capaian kegiatan, disusun secara sistematis dan sinergis 

dalam upaya mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih dalam 

membangun Provinsi Maluku lima tahun kedepan. 

Kami menyadari dokumen Renstra ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, 

karena itu masukan dan saran untuk perbaikan kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan 

segala keterbatasan yang ada, kami berharap Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman 

dalam pengembangan dan pembangunan di bidang Informasi dan Komunikasi Provinsi Maluku. 

 

 

                                                                                       Ambon,      Januari 2020 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai Amanat Undang – Undang Nomor 

25 Tahun 2004 mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana 

Pembangunan  Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD). Berdasarkan amanat Undang – Undang tersebut maka Provinsi Maluku telah 

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).  

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN) juga mengamanatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

untuk menjabarkan RPJMD kedalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 

jangka waktu lima tahun. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) 

tahun. Dengan demikian, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku adalah 

suatu dokumen perencanaan resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan Dinas Komunikasi 

dan Informatika Provinsi Maluku khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam 

jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Terpilih. 

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku 

Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Maluku. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 

Maluku menyusun Rencana Strategisnya (RENSTRA) Tahun 2019-2024, sebagai sebuah 

dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, 

program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. 

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku 

disusun dengan mekanisme penyusunan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan RENSTRA Dinas dimulai dari 

pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, penelaahan Rencana Tata 

Ruang Wilayah, perumusan isu strategis, perumusan visi dan misi, serta perumusan tujuan dan 

sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku yang 

dilaksanakan bersamaan waktu dengan penyusunan rancangan RPJMD Provinsi 2019-2024. 
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Setelah itu, berdasarkan Rancangan RPJMD yang telah mendapat masukan dari pemangku 

kepentingan pada saat musrembang, dilakukan penyusunan Rancangan RENSTRA SKPD. 

Pada tahapan ini, dirumuskan strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, target 

dan indikator kinerja yang akan dicapai, pendanaan indikatif selama lima tahun, serta lokasi 

kegiatan.  

 Setelah RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024 ditetapkan, dilakukan penyesuaian pada 

Rancangan RENSTRA ini dalam bentuk Rancangan Akhir RENSTRA dan diverifikasi untuk 

menjamin kesesuaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD 

dengan RPJMD dan disampaikan kepada Gubernur Maluku untuk mendapat pengesahan 

sebelum ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas tentang Rencana Strategis Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku tahun 2019 -2024. 

 RENSTRA ini secara substantive merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi 

Maluku 2019-2024 yang perlu dibuat penyesuaian sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016. Oleh 

karena itu, program-program yang ditetapkan dalam RENSTRA ini mengacu pada program-

program  prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan 

sinkronisasi, sinergitas dan keterpaduan antar dokumen perencanaan, sehingga target-target 

capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat mendukung pencapaian target 

RPJMD untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. 

 Selain itu, dalam kaitannya dengan perencanaan tahunan SKPD, RENSTRA ini 

menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dalam penyusunan 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dan sebagai dasar 

pengukuran kinerja SKPD selama kurun waktu 2019-2024.  

 

1.2. LANDASAN HUKUM 

Landasan  hukum  yang  dijadikan  pedoman  dan  acuan  dalam  penyusunan    

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor  20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Provinsi Maluku; 

2. Undang-Undang   Nomor  25   Tahun    2004   tentang    Sistem    Perencanaan  

Pembangunan ; 

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah; 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

5. Undang-Undang   Nomor  11  Tahun  2008  tentang   Informasi  dan   Transaksi 

Elektronik (ITE);  
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 

2 Nomor 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589); 

7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Undang- 

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); 

8. Peraturan   Pemerintah   Nomor   18   Tahun   2016   tentang   Perangkat   Daerah  

(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114); 

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infromatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan 

Informatika; 

10. Peraturan  Badan Siber dan  Sandi  Negara  Nomor  10  Tahun  2019  tentang 

Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, 

Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah; 

12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; 

13. Perda Nomor ... Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024; 

14. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas 

dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku; 

15. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratam, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.  

  

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

a. Maksud  

Sebagai pedoman arah pembangunan dibidang penyelenggaraan Dinas Komunikasi 

dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 

 

 



 

Renstra Dinas Kominfo 2019-2024 13 

 

b. Tujuan 

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku 

Tahun 2019-2024 adalah :  

1. Sebagai panduan  dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap 

tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan 

sebelumnya;  

2. Terwujudnya sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Maluku dan pemangku kepentingan lainnya tentang 

program dan kegiatan Tahun 2019-2024.  

  

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 

Maluku 2019 -2024 adalah sebagai berikut : 

 

BAB I.     PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, 

fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan 

daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan 

Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra 

Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota serta Renja 

Perangkat Daerah 

1.2. Landasan Hukum 

 Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, 

peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur 

tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas 

Kominfo serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan 

perencanaan dan penganggaran Dinas Kominfo. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

 Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penulisan Renstra 

Dinas Kominfo. 

1.4. Sistematika Penulisan 

 Menguraikan  pokok  bahasan  dalam  penulisan  Renstra  Dinas  

Kominfo serta susunan garis besar isi dokumen  
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BAB II.   GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFO 

 Berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja 

pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. 

 

BAB III.  PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT D DAERAH 

Berisi indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, 

telahaan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

terpilih, telahaan Renstra Kemetrerian/Lembaga dan rentra Provinsi, 

penentuan isu-isu strategis 

 

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN 

 Berisi mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah 

 

BAB  V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat 

Daerah dalam lima tahun mendatang 

 

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 Berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan 

pendanaan indikatif. 

 

BAB VII. KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN 

 Bagian ini mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara 

langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan 

dan sasaran RPJMD 

 

BAB VIII. P E N U T U P 
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BAB II 

GAMBARAN  PELAYANAN    

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU 

 

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMINFO PROVINSI 

MALUKU 

 

Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur melalui 

Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan 

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Dinas dan Badan Daerah 

diLingkungan Pemda Provinsi Maluku. Adapun penjabaran tugas, fungsi dan struktur 

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:  

 

1. Tugas 

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku mempunyai tugas pokok yaitu; 

Membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi 

dan Informatika, dan Bidang Persandian serta tugas pembantuan yang ditugaskan 

kepada Daerah Provinsi.  

 

2. Fungsi 

Fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah : 

a. Perumuskan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian 

dan Bidang Statistik; 

b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian 

dan Bidang Statistik; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang 

Persandian dan Bidang Statistik; 

d. Pembinaan teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan 

Bidang Statistik; 

e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; 

f. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 
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Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas 

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku adalah sebagai berikut: 

 

1. Sekretariat  

Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku mempunyai tugas 

menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi 

kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan 

aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang 

kesekretariatan. 

Uraian Tugas dimaksud sebagai berikut : 

a) Menyusun rencana operasional dilingkup Sekretariat Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Komunikasi 

dan Informatika Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab 

yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sesuai dengan aturan dan prosedur 

yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Maluku secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang 

berlaku agar tidak terjadi kealahan dalam pelaksanaan tugas; 

e) Mengkoordinasikan penyusunan program kerja di lingkungan Dinas Komunikasi 

dan Informatika Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan akuntabel; 

f) Menyelenggarakan pembinaan organisasi, analisis jabatan, ketatalaksanaan, 

perencanaan diklat dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

pengembangan organisasi ke depan; 

g) Menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan, keuangan dan aset di lingkungan Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
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h) Mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan 

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang 

Komunikasi dan Informatika; 

i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Komunikasi 

dan Informatika Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana 

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan 

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; 

j) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara 

berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; 

k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 

 

 

a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan 

melaksanakanrencana kegiatan dan mengelola layanan administrasi kepegawaian 

dan umum di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sesuai 

Prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima di bidang 

kepegawaian dan umum. 

 Uraian tugas dimaksud sebagai berikut : 

a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai 

dengan rencana operasional Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian 

dan Umum; 

c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian 

Kepegawaian dan Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;  

d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan 

Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari 

kesalahan; 
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e) Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi dan analisis jabatan, 

tatalaksana, perencanan diklat dan pengembangan sumber daya aparatur di 

lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan; 

f) Mengelola layanan administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatausahaan, 

pembinaan disiplin pegawai ASN di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayaan 

prima kepada pegawai ASN;  

g) Mengelola urusan kerumah-tanggaan, perlengkapan dan umum, perjalanan 

dinas, kerjasama, kehumasan dan protokoler di lingkungan Dinas Komunikasi 

dan Informatika Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

h) Menyusun data, informasi dan dokumentasi di lingkup Sub Bagian Kepegawaian 

dan Umum sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan data 

base kepegawaian dan umum; 

i) Mengevaluasi pelaksnaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian 

dan Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka 

perbaikan kinerja di masa mendatang; 

j) Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas 

kinerja dan rencana kegiatan mendatang;  

k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 

 

b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun Program 

dan kegiatan serta evaluasi dan Pelaporan di lingkungan Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai 

target kinerja yang telah ditetapkan. 

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut: 

a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

berdasarkan rencana operasional Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
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b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, 

Evaluasi dan Pelaporan; 

c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian 

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, 

Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku 

agar terhindar dari kesalahan. 

e) Menyusun program, kegiatan dan anggaran berdasarkan Rencana Kerja (Renja) 

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

f) Melaksanakan penyusunan Renstra dan Renja, IKU, SAKIP dan PK serta LPPD 

dan LKPJ sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk optimalisasi 

pelaksanaan tugas; 

g) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, 

kegiatan dan anggaran secara berkala di lingkungan Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku agar pengelolaan 

program,kegiatan dan anggaran terlaksana sesuai perencanann; 

h) Menyusun data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 

sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang  

Komunikasi dan Informatika; 

i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, 

Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada 

dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; 

j) Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai 

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; 

k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 
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c. Sub Bagian Keuangan dan Aset 

Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Malukumempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan 

mengelola penatausahaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;. 

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut : 

a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan 

rencana operasional Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 

Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan 

Aset; 

c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan 

dan Aset sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar 

pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset 

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari 

kesalahan; 

e) Mengelola penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Maluku, baik yang bersumber dari anggaran APBN, APBD 

maupun sumber lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

f) Mengelola penatausahaan aset di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

g) Mengelola data keuangan dan aset secara manual maupun elektronik di 

lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk dijadikan bahan dalam penyusunan anggaran dan aset; 

h) Menyusun laporan keuangan dan aset di lingkungan Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 

sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset; 
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i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan 

dan Aset dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka 

perbaikan kinerja di masa mendatang. 

j) Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai 

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan 

rencana kegiatan mendatang. 

k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 

 

2. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

 Bidang Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi publik, 

informasi publik dan statistik, kemitraan informasi dan komunikasi publik sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal, 

 Uraian tugas dimaksud sebagai berikut : 

a) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi Publik berdasarkan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan 

Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab 

yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang 

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan peraturan dan 

prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Informasi 

dan Komunikasi Publik secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang 

berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan; 

e) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkungan 

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai ketentuan yang 

berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

akuntabel; 

f) Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup 

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan SKPD maupun 
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instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan 

kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; 

g) Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi Publik sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

h) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan informasi, komunikasi 

publik, statistik, kemitraan informasi dan komunikasi publik sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan untuk 

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat; 

i) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan di bidang pengelolaan 

informasi, komunikasi publik, statistik, kemitraan informasi dan komunikasi publik 

serta  Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi, 

komunikasi publik, statistik, kemitraan informasi dan komunikasi publik sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk memperbaiki 

dan meningkatkan pelayanan kedepan; 

j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan 

Informasi dan Komunikasi Publik dengan cara membandingkan antara rencana 

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan 

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; 

k) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi Publik  sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala 

sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; 

l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 

 

a. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik, Informasi Publik dan Statistik 

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik, Informasi Publik dan Statistik mempunyai 

tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan 

komunikasi publik, informasi publik dan statistik sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. 

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut : 

a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik, Informasi 

Publik dan Statistik berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan 
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Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 

Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan 

Komunikasi Publik, Informasi Publik dan Statistik; 

c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan 

Komunikasi Publik, Informasi Publik dan Statistik sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Komunikasi 

Publik, Informasi Publik dan Statistik sesuai dengan prosedur dan peraturan 

yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan dan 

fasilitasi urusan Pengelolaan Komunikasi Publik, Informasi Publik dan 

Statistiksesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan 

secara efektif, efisien dan akuntabel; 

f) Mengelola layanan teknis di Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, Informasi 

Publik dan Statistik, baik administrasi maupun teknis dalam rangka pembinaan 

dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin 

berkualitas dan akuntabel; 

g) Mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di Seksi Pengelolaan 

Komunikasi Publik, Informasi Publik dan Statistik sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

h) Menyusun kebijakan pengelolaan komunikasi publik, informasi publik dan 

statistik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas serta untuk memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat;  

i) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan di bidang 

pengelolaan komunikasi publik, informasi publik dan statistik serta 

menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan 

sosial), pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat), pengolahan 

aduan masyarakat, pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup 

nasional dan pemerintah daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 
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untuk memantau pelayanan informasi dan komunikasi publik kepada 

masyarakat;  

j) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup Seksi Pengelolaan 

Komunikasi Publik, Informasi Publik dan Statistik dengan cara 

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa 

mendatang; 

k) Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik, 

Informasi Publik dan Statistik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang 

berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; 

l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 

b. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik 

Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyusun 

melaksanakan kebijakan teknis di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi 

Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang 

optimal.Uraian tugas dimaksud sebagai berikut : 

a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik 

berdasarkan rencana operasional Bidang Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi Publik sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kemitraan Informasi 

dan Komunikasi Publik; 

c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kemitraan 

Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kemitraan Informasi dan 

Komunikasi Publik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar 

terhindar dari kesalahan; 

e) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan dan 

fasilitasi urusan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publiksesuai ketentuan 

yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

akuntabel; 
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f) Mengelola layanan teknis di bidangKemitraan Informasi dan Komunikasi Publik, 

baik administrasi maupun teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik  

g) Mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di Seksi Kemitraan 

Informasi dan Komunikasi Publiksesuai ketentuan yang berlaku untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

h) Menyusun kebijakan kemitraan informasi dan komunikasi publik sesuai prosedur 

dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas serta 

untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat; 

i) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan di bidang kemitraan 

informasi dan komunikasi publik serta menyelenggarakan layanan pengelolaan 

informasi publik terkait keterbukaan informasi publik sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di daerah; 

j) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Kemitraan Informasi 

dan Komunikasi Publik dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam 

rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; 

k) Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi 

Publik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas 

kinerja dan rencana kegiatan mendatang; 

l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 

 

3. Bidang Aplikasi dan Informatika 

Bidang Aplikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakn di bidang infrastruktur dan teknologi E-Goverment serta 

pengembangan aplikasi dan tata kelola E-Goverment sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk mencapai kinerja yang optimal. 

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut  : 

a) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Aplikasi dan Informatika 

berdasarkan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku 

serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
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b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Aplikasi dan 

Informatika sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar 

tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang 

Aplikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar 

tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Aplikasi dan 

Informatika secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku 

untuk mencapai target kinerja yang diharapkan; 

e) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkungan 

Bidang Aplikasi dan Informatika sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana 

operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; 

f) Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup 

Bidang Aplikasi dan Informatika dengan SKPD maupun instansi teknis terkait 

sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat 

dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; 

g) Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Aplikasi dan Informatika 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

h) Merumuskan pelaksanakan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan teknologi E-

Government, pengembangan aplikasi dan tata kelola E-Government sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Aplikasi dan 

Informatika dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan 

tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan 

perbaikan kinerja di masa yang akan datang; 

j) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Aplikasi dan Informatika  sesuai 

dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas 

kinerja; 

k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 

 

a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi e-Government 

Seksi Infrastruktur dan Teknologi e-Government mempunyai tugas menyusun 

melaksanakan kebijakan teknis di Bidang infrastruktur dan teknologi E-Govermnt 
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sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/ capaian kinerja 

yang telah ditetapkan.Uraian tugas dimaksud sebagai berikut: 

a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Infrastruktur dan Teknologi e-Government 

berdasarkan rencana operasional Bidang Aplikasi dan Informatika sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi  Infrastruktur dan 

Teknologi e-Government; 

c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi  Infrastruktur 

dan Teknologi e-Government sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan 

dan fasilitasi urusan Infrastruktur dan Teknologi e-Government sesuai 

ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, 

efisien dan akuntabel;   

e) Mengelola layanan teknis di bidang  Infrastruktur dan Teknologi e-

Government, baik administrasi maupun teknis dalam rangka pembinaan dan 

fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin 

berkualitas dan akuntabel; 

f) Mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Seksi  

Infrastruktur dan Teknologi e-Government sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

g) Menyusun kebijakan teknis infrastruktur dan teknologi e-government sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas serta untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat; 

h) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan di 

bidang infrastruktur dan teknologi e-government serta melaksanakan 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan layanan infrastruktur dan teknologi e-

government sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat; 

i) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi  Infrastruktur dan 

Teknologi e-Government dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada 

dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; 
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j) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi  Infrastruktur dan 

Teknologi e-Government sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku 

sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; 

k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 

b. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola e-Government 

Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola e-Government mempunyai tugas 

menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Aplikasi 

dan Tata Kelola e-Government sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

mencapai kinerja yang optimal. 

Uraian tugas dimaksud sebagai berikut : 

a) Menyusun rencana kegiatan di lingkup Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata 

Kelola e-Government berdasarkan rencana operasional Bidang Aplikasi dan 

Informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan 

Aplikasi dan Tata Kelola e-Government; 

c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan 

Aplikasi dan Tata Kelola e-Government sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan dan 

fasilitasi urusan Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola e-Government 

sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara 

efektif, efisien dan akuntabel;   

e) Mengelola layanan teknis di lingkup Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata 

Kelola e-Government, baik administrasi maupun teknis dalam rangka pembinaan 

dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin 

berkualitas dan akuntabel; 

f) Mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di Seksi 

Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola e-Government sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

g) Menyusun kebijakan pengembangan aplikasi dan tata kelola e-government 

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam 
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pelaksanaan tugas serta untuk memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat; 

h) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan di bidang 

pengembangan aplikasi dan tata kelola e-government serta melaksanakan 

pemantauan, evaluasi dan monitoring layanan pengembangan aplikasi dan tata 

kelola e-government sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 

i) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengembangan 

Aplikasi dan Tata Kelola e-Government dengan cara mengidentifikasi hambatan 

yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; 

j) Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata 

Kelola e-Government sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku 

sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; 

k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 

 

4. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika 

Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Layanan Komunikasi dan Informatika 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.Uraian tugas 

dimaksud sebagai berikut : 

a) Menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Layanan Komunikasi dan 

Informatika berdasarkan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 

Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Layanan 

Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang 

ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang 

Layanan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan dan prosedur yang 

berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Layanan Komunikasi 

dan Informatika secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang 

berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan; 
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e) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkungan 

Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika sesuai ketentuan yang berlaku agar 

rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; 

f) Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup 

Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika dengan SKPD maupun instansi teknis 

terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat 

dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; 

g) Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di lingkup Bidang Layanan Komunikasi 

dan Informatika sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

h) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan layanan komunikasi dan informatika 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas serta  

untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat; 

i) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan di bidang layanan komunikasi 

dan informatika serta  melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan layanan 

komunikasi dan informatika sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kedepan; 

j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Layanan 

Komunikasi dan Informatika dengan cara membandingkan antara rencana 

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan 

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; 

k) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk 

akuntabilitas kinerja; 

l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 

 

a. Seksi Media Publik dan Layanan Sistem Komunikasi dan Informasi 

Seksi Media Publik dan Layanan Sistem Komunikasi dan Informasi mempunyai 

tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Media Publik dan 

Layanan Sistem Komunikasi dan Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

untuk mencapai kinerja yang optimal.Uraian tugas dimaksud sebagai berikut: 

a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Media Publik dan Layanan Sistem 

Komunikasi dan Informasi berdasarkan rencana operasional Bidang Layanan 
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Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 

Malukusebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Media Publik dan 

Layanan Sistem Komunikasi dan Informasi; 

c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Media Publik dan 

Layanan Sistem Komunikasi dan Informasi sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Media Publik dan Layanan 

Sistem Komunikasi dan Informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang 

berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan dan 

fasilitasi urusan Media Publik dan Layanan Sistem Komunikasi dan Informasi 

sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara 

efektif, efisien dan akuntabel;   

f) Mengelola layanan teknis di bidang Media Publik dan Layanan Sistem 

Komunikasi dan Informasi, baik administrasi maupun teknis dalam rangka 

pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik 

semakin berkualitas dan akuntabel; 

g) Mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di Seksi Media Publik 

dan Layanan Sistem Komunikasi dan Informasi sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

h) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan di bidang media 

Publik dan Layanan Sistem Komunikasi dan Informasi sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku; 

i) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Media Publik dan 

Layanan Sistem Komunikasi dan Informasi dengan cara mengidentifikasi 

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; 

j) Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Media Publik dan Layanan Sistem 

Komunikasi dan Informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku 

sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; 

k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 
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b. Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik 

Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik mempunyai tugas menyusun 

dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Sumberdaya dan 

Layanan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja 

yang optimal. Uraian tugas dimaksud sebagai berikut: 

a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan 

Publik berdasarkan rencana operasional Bidang Layanan Komunikasi dan 

Informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan 

Sumberdaya dan Layanan Publik; 

c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan 

Sumberdaya dan Layanan Publik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Sumberdaya 

dan Layanan Publik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar 

terhindar dari kesalahan; 

e) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan dan 

fasilitasi urusan Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik sesuai ketentuan 

yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan 

akuntabel;   

f) Mengelola layanan teknis di bidang Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan 

Publik, baik administrasi maupun teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi 

sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan 

akuntabel; 

g) Mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di Seksi Pengelolaan 

Sumberdaya dan Layanan Publik sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

h) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sumber daya dan layanan 

publik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas serta untuk memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat; 

i) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan di bidang 
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pengelolaan sumber daya dan layanan publik serta melaksanakan pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumber daya dan layanan publik sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk implementasikan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

j) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengelolaan 

Sumberdaya dan Layanan Publik dengan cara mengidentifikasi hambatan yang 

ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; 

k) Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan 

Layanan Publik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai 

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; 

l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 

 

5. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian 

 Bidang Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanakan kebijakan di bidang Keamanan Informasi dan Tata 

Kelola Persandian sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang 

optimal. Uraian tugas dimaksud sebagai berikut: 

a) Menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Keamanan Informasi dan 

Persandian berdasarkan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 

Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Keamanan Informasi 

dan Persandian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan 

agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien; 

c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang 

Keamanan Informasi dan Persandian sesuai dengan peraturan dan prosedur yang 

berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Keamanan Informasi dan 

Persandian secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku 

untuk mencapai target kinerja yang diharapkan; 

e) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkup Bidang 

Keamanan Informasi dan Persandian sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana 

operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; 
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f) Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup 

Bidang Keamanan Informasi dan Persandian dengan SKPD maupun instansi teknis 

terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat 

dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel; 

g) Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Keamanan Informasi dan 

Persandian sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

h) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan keamanan informasi dan persandian 

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas serta untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat; 

i) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan di bidang keamanan informasi 

dan persandian serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

keamanan informasi dan persandian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan 

kedepan; 

j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Keamanan 

Informasi dan Persandian dengan cara membandingkan antara rencana 

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan 

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; 

k) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Keamanan Informasi dan Persandian  

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk 

akuntabilitas kinerja; 

l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun 

tertulis. 

 

a. Seksi Keamanan Informasi 

Seksi Keamanan Informasi mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan 

kebijakan teknis di bidang Keamanan Informasi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.Uraian tugas dimaksud sebagai 

berikut: 

a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Keamanan Informasi berdasarkan rencana 

operasional Bidang Keamanan Informasi dan Persandian sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 
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b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Keamanan Informasi; 

c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Keamanan 

Informasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar 

pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Keamanan Informasi sesuai 

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan dan 

fasilitasi urusan Keamanan Informasi sesuai ketentuan yang berlaku agar 

program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;   

f) Mengelola layanan teknis di bidang Keamanan Informasi, baik administrasi 

maupun teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang 

berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel; 

g) Mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di Seksi Keamanan 

Informasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

h) Melaksanakan kebijakan teknis layanan keamanan informasi e-government 

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas serta untuk memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat; 

i) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan di bidang layanan 

keamanan informasi e-government serta melaksanakan pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan layanan keamanan informasi e-government sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 

j) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Keamanan Informasi 

dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan 

kinerja di masa mendatang; 

k) Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Keamanan Informasi sesuai 

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan 

rencana kegiatan mendatang; 

l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 
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b. Seksi Tata Kelola Persandian 

Seksi Tata Kelola Persandian mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan 

kebijakan teknis di bidang Tata Kelola Persandian sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.Uraian tugas dimaksud sebagai 

berikut : 

a) Menyusun rencanakegiatan Seksi Tata Kelola Persandian berdasarkan rencana 

operasional Bidang Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Malukuberdasarkan rencana operasional Bidang Keamanan  

Informasi dan Persandian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Tata Kelola 

Persandian; 

c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkunp Seksi Tata Kelola 

Persandian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar 

pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 

d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Seksi Tata Kelola Persandian sesuai 

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 

e) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan dan 

fasilitasi urusan Tata Kelola Persandian sesuai ketentuan yang berlaku agar 

program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;   

f) Mengelola layanan teknis di bidang Tata Kelola Persandian, baik administrasi 

maupun teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang 

berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel; 

g) Mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di Seksi Tata Kelola 

Persandian sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

h) Melaksanakan kebijakan tata kelola persandian meliputi pengelolaan 

sumberdaya manusia persandian, perangkat lunak dan keras persandian, 

jaringan komunikasi sandi dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah 

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat; 

i) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan di bidang tata kelola 

persandian serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tata 



 

Renstra Dinas Kominfo 2019-2024 37 

 

kelola persandian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 

j) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Tata Kelola 

Persandian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka 

perbaikan kinerja di masa mendatang; 

k) Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Tata Kelola Persandian sesuai 

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan 

rencana kegiatan mendatang; 

l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis. 

 

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan ketrampilan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari 

sejumlah tenaga dalan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai 

bidang keahlian dan ketrampilannya. 

 

3. Struktur Organisasi 
 

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dibentuk 

berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016, tentang kedudukan, 

tugas dan fungsi dan susunan organisasi dan tata kerja Dinas – Dinas Provinsi 

Maluku.  

Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku terdiri 

dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahi : 

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; 

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset; 

c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi : 

1. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik, Informasi Publik dan Statistik; dan 

2. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik. 

d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi : 
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1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi E-Goverment; dan 

2. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola E Goverment. 

e. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, membawahi : 

1. Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik; dan 

2. Seksi Media Publik dan Layanan Sistem Komunikasi dan Informasi. 

f. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian, membawahi : 

1. Seksi Keamanan Informasi; dan 

2. Seksi Tata Kelola Persandian. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi  
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& INFORMASI 

SEKSI KEAMANAN 

INFORMASI 

SEKSI TATA 

KELOLA 

PERSANDIAN 

BIDANG PENGELOLAAN 

INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI PUBLIK 

BIDANG APLIKASI DAN 

INFORMATIKA 

SEKSI KEMITRAAN 

INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI PUBLIK 

SEKSI PENGELOLAAN 

KOMUNIKASI PUBLIK 

, INFORMASI PUBLIK 

DAN STATISTIK 

SEKSI PENGEMBANGAN 
APLIKASI DAN TATA 

KELOLA E-GOVERMENT 

SEKRETARIS DINAS 

SUB BAGIAN UMUM 

DAN KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN PERENCANAAN, 

EVALUASI DAN PELAPORAN 
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN 

ASET 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 
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2.2. Sumber  Daya  Perangkat Daerah  

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 70 orang 

dengan rincian sebagai berikut : 

a. Komposisi Jenis Kelamin dalam tabel dan grafik 

 

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

1 Laki-Laki 22 37,29 

2 Perempuan 37 62,71 

 Jumlah 59 100% 

 

 
 

 

b. Komposisi eselon PNS dalam tabel dan grafik 
 

No Jabatan PNS Jumlah Presentase 

1 Eselon II.a  1 2 

2 Eselon III.a 1 2 

3 Eselon IV.a 9 15 

4 Staf 48 81 

 Jumlah 59 100% 
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c. Komposisi Pendidikan PNS 

 

No Jabatan PNS Jumlah Presentase 

1 SD - - 

2 SLTP 1 2 

3 SLTA 28 47 

4 DIII - - 

5 S1 22 37 

6 S2 8 14 

 Jumlah 59 100% 

 

 

 

d. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan 

 

No Pangkat/Golongan Jumlah Presentase 

1. Pembina TK. I (IV/d) 1 2 

2. Pembina TK. I (IV/b) 3 5 

3. Pembina (IV/a) 1 2 

4. Penata TK.I (III/d) 13 22 

5. Penata (III/c) 8 13 

6. Penata Muda TK.I (III/b) 24 40 

7. Penata Muda (III/a) 2 3 

8. Pengatur TK.I (II/d) 4 7 

9. Pengatur (II/c) 2 3 

10. Pengatur Muda TK.I (II/b) 2 3 

11. Pengatur Muda (II/a)   

 Jumlah 59 100% 

 

0

10

20

30

40

50



 

Renstra Dinas Kominfo 2019-2024 41 

 

 

 

e. Sarana dan Prasarana  

Perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas 

maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.  

Saat ini Dinas Komunikasi dan InformatikaProvinsi Maluku telah dilengkapi dengan 

sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran tugas. Data 

peralatan dan perlengkapan kantor dapat dilihat pada tabel 2.2.1.  

 

Tabel 2.2.1 

Keadaan Sarana Perlengkapan dan Penunjang Kerja 

No Nama/Jenis Barang 
Volume/ 

Satuan 
Keterangan 

1. Golongan Tanah   

 Tanah  1 bidang  Tanah Perkantoran 

2. Golongan Peralatan & Mesin   

 Alat-Alat Besar   

 - Electric Generation Set (Genset) 2 unit 1 baik, 1 rusak ringan 

 - Pompa Air 1 unit baik 

 Alat-alat Angkutan   

 - Kendaraan roda 4 (empat) 3 unit Baik 

 - Kendaraan roda 2 (dua) 6 Unit 5 baik, 1 rusak berat 

 Alat Kantor dan Rumah Tangga   

 - Mesin Ketik manual dan Electrik 4 buah rusak berat 

 - Alat penyimpanan peralatan kantor 

(lemari, rak dll) 

109 buah rusak ringan 

 - Meja rapat 9 buah baik 

 - Meja kerja 90 buah rusak ringan 

 - Kursi kerja 90 buah rusak ringan 

 - Kursi rapat 9 buah baik 

0
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No Nama/Jenis Barang 
Volume/ 

Satuan 
Keterangan 

 - Kursi lipat 200 buah baik 

 - Kursi tamu 5 set baik 

 - Alat pendingin AC Split 16 unit baik 

 - Personal computer unit 36 unit 35 baik, 1 rusak 

 - Peralatan computer mainframe 2 unit baik 

 Alat Studio dan Alat Komunikasi   

 - Handycam 1 buah rusak 

 - Infocus 2 buah baik 

 - Camera 2 buah  1 baik, 1 rusak 

3. Golongan Gedung dan Bangunan   

 - Bangunan Kantor 1 gedung rusak ringan 

4. Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan   

 - Instalasi listrik dan air 2 jaringan baik 

 - Kabel jaringan   

5. Golongan Asset Tetap Lainnya   

 - Buku perpustakaan   

 
 

2.3.  KINERJA PELAYANAN SKPD 
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Tabel 2.3.1  

Pencapaian Kinerja Pelayanan 

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku 

 

 

Indikator Kinerja Sesuai Tugas 

dan Fungsi Perangkat Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 

Target 

Indikator 

Lainnya 

Target Renstra Perangkat Daerah 

Tahun Ke- 
Realisasi Capaian Tahun Ke - Rasio Capaian pada Tahun Ke - 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 
201

5 
2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 
Persentase Pemanfaatan 

Jaringan TIK - - - 93,75 % 93,75 % 93,75 % 93,75 % 93,75 % 12,5% 31,25% 31,25 % 93,75 % 107.14 % 13,33% 33,33 % 33,33 % 100 % 

 

114.13 % 

2 

Persentase perangkat daerah 

yang telah Menggunakan layanan 

Persandian dalam rangka 

Pengamanan Informasi Milik 

Pemerintah 

- - - - - - 58,82 % 58,82 % - - - 58,82 % 58,82 % - - - 100 % 

 

100 % 

3 

Jumlah Penyebarluasan Informasi 

Kegiatan pemerintah Daerah 

Provinsi Maluku 
- - - 200 200 300 300 300 105 88 318 109 436 52,5% 44% 106 % 36,33 % 

 

145.33% 

4 
Persentase Ketersediaan Data 

Sektoral secara Periodik - - - - - 66.66% 45.66% 100% - - 66.66% 45.66% - - - 100% 100% - 

5 
Persentase Informasi yang 

terbuka - - - - - 37,5 % 41,67 % 100 % - - 0 % 0 % - - - 0 % 0 % - 

6 
Persentase Informasi yang 

dikecualikan - - - - - 16,67 % 67 % 66,67 % - - 0 % 0 % - - - 0 % 0 % - 

7 
Persentase Masyarakat yang 

sudah memahami TIK - - - - - 33,33 % 33,33 % 33,33 % - - 33,33 % 0 % - - - 100 % 0 % - 
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Tabel 2.3.2 

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku 

 

 

Uraian 

Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke - 
Rata- Rata 

Pertumbuhan 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (17) (18) 

Program Administrasi 

Perkantoran 
667.050.000 1.467.552.750 783.877.000 869.287.831 1.416.648.193 592.529.645 1.427.340.420 726.204.601 821.335.594 1.262.800.330 143 % 38,6 % 

Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

1.552.330.000 474.463.250 158.712.000 320.000.000 440.185.500 1.527.845.000 474.456.500 156.597.964 123.563.474 394.018.166 -71 % -91,9 % 

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur 

- 84.700.000 - 50.000,000 80.000.000 - 79.438.000 - 48.981.206 74.131.300 -5,5 % 38,3 % 

Program Pengembangan 

Komunikasi, informasi 

dan Media Massa 

2.692.994.064 983.009.000 788.000.000 213.138.200 716.270.000 2.688.221.300 806.066.305 591.120.850 199.310.200 609.830.937 -86,6 % -92,6 % 

Program Kerjasama 

Informasi dengan Media 

Massa 

743.616.000 714.450.000 1.400.000.000 815.869.100 455.820.000 727.876.000 700.793.000 766.070.200 815.869.100 453.068.750 -64 % 12 % 

Program Pengembangan 

dan Peningkatan Sarana 

Postel 

215.004.400 234.700.000 - - - 181.505.000 226.403.000 - - - 9,2 % 24,7 % 

Program Pengkajian dan 

Penelitain Bidang 

Infokom 

- 117.000.000 - - - - 82.837.000 - - - 0 % 0 % 

Program Pemberdayaan 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 

- - 20.000,000 - - - - 20.000,000 - - 0 % 0 % 

Program Pembangunan 

& Pengembangan 

Aplikasi dan Informatika 

- - - 218.057.000 363.590.000 - - - 166.550.965 202.283.631 129 % 0 % 

Program Fasilitasi 

Peningkatan SDM Bidang 

Kominfo 

- - 40.000.000 21.754.438 - - - 40.000.000 21.754.438 - 35,5 % -45,6 % 

Program Persandian dan 

Pengamanan Informasi 
- - - 100.000.000 162.685.000 - - - 95.474.000 123.135.000 91,7 % 0 % 



 

Renstra Dinas Kominfo 2019-2024 36 

 

 

Uraian 

Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke - 
Rata- Rata 

Pertumbuhan 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (17) (18) 

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur Persandian 

  - 42.000.000 -   - 36.991.800 - 0 % 0 % 
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2.4.  TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOMINFO 

PROV. MALUKU 

 

Berikut ini merupakan hasil identifikasi tantangan dan peluang dari Dinas Komunikasi dan 

Informatika. 

1. Tantangan. 

 Inkonsistensi penempatan SDM dengan kompetensi yang dimiliki 

 Kebutuhan masyarakat akan informasi semakin meningkat, 

 Peningkatan aktivitas masyarakat dengan menggunakan layanan internet, 

 Luasnya wilayah dan kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan, 

 Masih adanya wilayah blank-spot area (yang belum terjangkau) oleh pelayanan 

informasi dan komunikasi, 

 Kemajuan dibidang teknologi, 

 Jaminan Keamanan Sistem Informasi 

 Belum maksimalnya sistem tata alur informasi dan komunikasi antar pemerintah 

pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 

 Regulasi kewenangan belum terimplementasikan 

 Keterbatasan anggaran 

 

2. Peluang 

 Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Pengembangan Komunikasi dan 

Informatika 

 Banyaknya Regulasi yang mendukung pengembangan Komunikasi dan Informatika. 

 Media Informasi dan Komunikasi yang digunakan oleh Masyarakat. 

 Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di daerah/pedesaan, 

 Banyaknya Lembaga Pendidikan Bidang Komunikasi dan Informatika 

 Tingginya Potensi Investasi dan Kerjasama di Bidang Telekomunikasi dan 

Informatika 

 Tersedianya Sarana Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  

DINAS KOMINFO PROV. MALUKU 

 

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN  TUGAS DAN FUNGSI  

PELAYANAN DINAS KOMINFO PROV. MALUKU 

 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika  

Provinsi Maluku memiliki beberapa permasalahan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1.1 

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran 

 Pembangunan Daerah 

No. Pokok Masalah Masalah Akar Masalah 

1. Struktur organisasi Dinas 

Kominfo  

belum optimal mengakomodir 

urusan Pemerintahan Bidang 

Komunikasi dan Informatika, 

Statistik, dan Keamanan 

Informasi – Persandian 

 

Belum sesuai dengan 

NSPK K/L 

2. SDM dan Pengembangan 

Kapasitas Aparatur  

Ketersediaan dan 

Pengembangan SDM belum 

menunjang Tupoksi 

Masih kurangnya 

kuantitas dan kualitas 

SDM Bidang Kominfo, 

Statistik dan Keamanan 

Informasi-Persandian 

3. Infrastruktur TIK dan 

pendukungnya 

Terbatasnya Infrastruktur TIK 

dan pendukungnya 

Terbatasnya Anggaran 

4. Penyelenggaraan SPBE 

belum optimal 

Belum terintegrasinya 

pelaksanaan Sistem Elektronik 

di OPD lingkup Pemerintah 

Prov. Maluku 

Kepres No. 95 Tahun 

2018 belum diterapkan 

5. Payung Hukum Belum ditetapkan Kapasitas SDM yang 

Minim 
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3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA 

DAERAH TERPILIH. 

Visi Kepala Daerah Provinsi Maluku merupakan arah yang dituju dalam masa 

pemerintahan periode 5 Tahun kerja (2019-2024), dengan demikian pengembangan 

semua sektor harus mengacu pada Visi tersebut.  

Visi Kepala Daerah Provinsi Maluku sebagai berikut:  
 

“Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam 

Kesejahteraan Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan” 

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ada 6 (enam) Misi yang diusung yaitu: 

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani 

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau 

3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan 

4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau 

5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata 

6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi.  

 

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi 

tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, pada misi ke 4 

(empat) yaitu:  

“Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau” 
 

 

Tabel 3.2.1. 

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD 

Misi dan Program 
Gubernur 

Permasalahan 
Pelayanan OPD 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

Misi Ke 4 : Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau 

1. Program 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Tingginya tuntutan 
pelaksanaan tugas 
aparatur 

Terbatasnya 
anggaran 

Komitmen dinas 
kominfo dalam 
melaksanakan tugas 

2. Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

Tingginya Intensitas 
Pemanfaatan Sarana 
dan Prasarana yang 
memiliki kapasitas 
yang terbatas dan 
tidak layak pakai 

Terbatasnya 
anggaran 

Kebutuhan organisasi 
yang semakin 
meningkat 

  



 

Renstra Dinas Kominfo 2019-2024 49 

 
 

Misi dan Program 
Gubernur 

Permasalahan 
Pelayanan OPD 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

3. Program 
Peningkatan 
Kapasitas 
Sumber Daya 
Aparatur 

Terbatasnya 
Kemampuan teknis 
aparatur   

Terbatasnya 
anggaran dan 
Kurangnya SDM 
Teknis 

Tersedianya sarana 
peningkatan 
kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

4. Program 
Peningkatan 
Disiplin 
Aparatur 

Tingginya tuntutan 
pelaksanaan tugas 
aparatur 

Terbatasnya 
anggaran 

Komitmen dinas 
kominfo dalam 
melaksanakan tugas 

5. Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Tingginya tuntutan 
pelaksanaan tugas 
aparatur 

Kurangnya SDM Adanya Diklat/Bimtek 

6. Program  
Pengelolaan 
Informasi 
komunikasi 
publik 

1. Kelembagaan PPID 
Pembantu belum 
terbentuk di semua 
OPD 

Rendahnya 
Pemahaman OPD 
terhadap UU No. 14  
Tahun 2008 ttg 
Keterbukaan 
Informasi Publik 

Komitmen Pimpinan 
OPD 

2. Belum 
ditetapkannya jenis-
jenis  informasi 
publik 

Lemah Pendataan Komitmen Pimpinan 
OPD 

3. Lambatnya respon 
terhadap pengaduan 
masyarakat Lapor 
SP4N 

Admin belum 
berfungsi optimal 

Komitmen Pimpinan 
OPD 

4. Alur Komunikasi 
berbasis Web masih 
satu arah 

Keterbatasan 
anggaran 

Meningkatnya Peran 
Kontrol Masyarakat 

5. Publikasi 
penyelenggaraan 
pemerintahan dan 
pembangunan masih 
rendah 

- Pemahaman 
Publikasi masih 
rendah 

- Sumber Daya 
Manusia 

- Duplikasi anggaran 

Komitmen Pimpinan 
pada tupoksi 

7. Program 
Pengelolaan 
Aplikasi 
Informatika 

1. Sistem Elektronik 
belum terintegrasi 

Pemahaman SPBE 
masih rendah 

Sosialisasi SPBE dan 
Regulasi 

2. Kapasitas Jaringan 
internet belum 
sesuai dengan 
kebutuhan dan 
belum terkelola 
sesuai tugas dan 
fungsi 

- Rendahnya 
pemahaman 
tentang 
pembiayaan 
internet 

- Keterbatasan 
anggaran 

- Komitmen Pimpinan 
OPD 

- Upaya efisiensi 
Anggaran  
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Misi dan Program 
Gubernur 

Permasalahan 
Pelayanan OPD 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

 3. Belum ada 
Masterplan dan 
Arsitektur SPBE 

- Kurangnya SDM 

- Keterbatasan 
anggaran 

- Diklat/Bimtek 

- Alokasi Anggaran 
yang cukup      

- Kerjasama dengan 
Pihak ke 3                                                            

4. Sarana Prasarana 
gedung TIK belum 
ada 

Keterbatasan 
anggaran 

Perencanaan 
Pembangunan 
Gedung TIK 

8. Program 
Penyelenggaraan 
Statistik Sektoral 

1. Kelembagaan :  tidak 
mendukung tugas 
dan fungsi 

Regulasi Struktur 
Organisasi 

Proses 
Restrukturisasi 
Organisasi 

2. Tidak ada Sumber 
Daya Manusia 
Statistik 

Perencanaan SDM 
Statistik 

Rekrutmen SDM 

3. Belum ada pedoman 
Tata Kelola Statistik 
Sektoral 

Tidak ada SDM Diklat/Bimtek 
Aparatur 

4. Anggaran 
Pengelolaan data 
Statistik Sektoral 
belum tersedia 

Masih duplikasi 
tugas dan fungsi 
dan perencanaan 
anggaran 

Penegasan tugas dan 
fungsi  oleh Sekretaris 
Daerah 

9. Program 
Penyelenggaraan 
Pengamanan 
Informasi 
Pemerintah 
Daerah 

1. Kebijakan Tata 
Kelola Keamanan 
informasi di lingkup 
OPD 

- Terbatasnya 
anggaran 

- Sosialisasi 
Keamanan 
Informasi dan 
Persandian 

- Komitmen Pimpinan 

- Alokasi Anggaran 
yang cukup 

2. Terbatasnya SDM 
Keamanan Informasi 

- Perencanaan 
SDM Keamanan 
Informasi 

- Rekrutmen SDM, 
Diklat/Bimtek 

3. Kurangnya sarana 
prasarana Teknologi 
Keamanan Informasi 

- Terbatasnya 
Anggaran 

- Alokasi Anggaran 
yang cukup 

 

 

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA  DAN RENSTRA SKPD 

1. Visi, Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai berikut : 

“ Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian 

berlandaskan gotong royong” 

Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai berikut : 
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1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, 

menopang kemandirian ekonomi, dengan mengamankan sumber daya maritim dan 

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 

2. Mewujudkan masyarakat maju berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan 

negara hukum; 

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara 

maritim;  

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;  

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;dan  

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan 

berbasiskan kepentingan nasional; serta  

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.  

 

Visi, Misi Badan Siber dan Sandi Negara 

“ Menjadi Institusi terpercaya dalam menjaga ketahanan dan keamanan siber dan 

sandi nasional dengan menyinergikan berbagai pemangku kepentingan untuk 

mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital” 

 

Misi Badan Siber dan Sandi Negara sebagai berikut: 

1. Menjamin keamanan informasi disektor pemerintah, infrastruktur informasi kritikal 

nasional, dan ekonomi digital dalam mewujudkan keamanan nasional dan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional 

2. Membangun dan menerapkan tata kelola keamanan siber dan sandi yang 

komfrehensif 

3. Membangun kemandirian teknologi keamanan siber dan sandi dengan mendorong 

tumbuhnya industri dalam negeri di bidang keamanan siber dan sandi 

4. Membangun, mengoordinasikan, mengolaborasikan dan mengoperasionalkan sistem 

identifikasi, deteksi, mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan dan pemulihan 

terhadap ancaman, insiden dan / atau serangan siber dan sandi 

5. Membangun budaya keamanan siber sebagai tatanan nilai budaya yang melekat 

dengan mendorong tumbuhnya budaya penggunaan internet yang aman dan nyaman 

oleh setiap warga negara indonesia 

6. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya keamanan sibner dan sandi melalui 

proses pembelajaran dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan dengan didukung 

menajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel. 
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Tabel 3.3.1. 

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga  dan Renstra SKPD 

 

Sasaran Jangka 
Menengah 

Renstra K/L 

Permasalahan 
Pelayanan OPD 

Provinsi 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) 

 

 

1. Belum adanya 
peraturan teknis 
turunan rencana 
induk tata kelola TIK 

 

- Terbatasnya SDM 
yang terampil dan 
profesional 
 

- Kurang 
kemampuan 
mengintegrasikan 
sistem informasi 
dan data base 
OPD 

 
- Kurangnya 

kemampuan 
memberdayakan 
potensi 
komunikasi 
masyarakat 

 
 

- Belum optimalnya 
pengembangan 
aplikasi TIK 

 

- Kepedulian 
Pimpinan terhadap 
Bidang Kominfo 
 

- Tersedianya media 
informasi dan 
komunikasi untuk 
didayagunakan 

 

 

- Kebutuhan 
peningkatan 
kualitas pelayanan 
publik 

 
 

 

- Pengembangan 
muatan e-Gov 

 
 

2. Belum ada 
pedoman/petunjuk 
teknis pengelolaan 
data sektoral OPD 

 

- Tidak ada SDM 
Statistik 

 

- Kepedulian 
Pimpinan terhadap 
Bidang Kominfo 

 

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP 

STRATEGIS PADA RPJMD 

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur 

terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek 

fungsional, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau 

budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah dibuat untuk mengidentifikasi implikasi 

rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas KOMINFO, guna 

menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. 
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Ruang merupakan salah satu faktor penting yang diperlukan manusia dan makhluk 

hidup lainnya dalam melaksanakan kegiatan dan berinteraksi dengan lingkungannya. 

Sebagai sumberdaya alam yang sifatnya terbatas, baik dari segi luasan, waktu, maupun 

kualitas dalam pemanfaatannya, ruang memerlukan perencanaan dan pengendalian 

yang diwujudkan dalam bentuk penataan ruang,  agar  peruntukan dan penggunaannya 

dapat optimal. Dalam rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku, pendekatan 

pengembangan wilayah Provinsi Maluku dilakukan dengan pendekatan gugus pulau, 

yakni 12 gugus pulau yang pembagiannya berdasarkan; kedekatan geografis, kesamaan 

budaya, potensi sumberdaya alam, kesamaan perekonomian dan kecenderungan 

orientasi. Konsep gugus pulau juga didasari pada konsep pengembangan pusat-pusat 

pertumbuhan.  

Pembangunan wilayah perbatasan, terdepan dan terluar yang berhadapan dengan 

negara lain mendapat perhatian khusus dalam penataan ruang guna pembangunan 

dalam bidang keamanan, kesehatan, pendidikan yang didukung oleh pengembangan 

bidang teknologi informasi komunikasi sebagai wujud dukungan memperkuat kedaulatan 

negara dan kesamaan hak warga negara memperoleh kehiodupan bernegara, 

bermasyarakat yang setara di seluruh wilayah Indonesia. 

 

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dalam penentuan 

strateginya tidak berdampak pada analisis KLHS. 

 

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 

Isu-isu strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu 2019- 2024 antara lain :  

a. Penerapan SPBE belum terintegrasi 

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi 

pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan 

pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. 

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan 

meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.  Saat ini 

penerapan SPBE belum terintegrasi untuk seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi 

Maluku. Oleh karena itu, perlu dibangun dan didorong agar implementasi SPBE dapat 

berjalan sesuai substansinya khususnya mencakup infrastruktur, konten, aplikasi dan 

sumber daya manusia. 
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b. Pemanfaatan Jaringan TIK dan Komunikasi yang terintegrasi. 

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, dengan akurasi data dan terjamin 

keamanan informasi merupakan tuntutan yang tidak bisa dihindari. SPBE menjawab 

tuntuntan dengan terintegrasinya sisten elektronik lintas OPD. Dikelola OPD masing-

masing untuk itu perlu upaya bersama dalam menerapkan SPBE secara tepat.  

c. Keamanan Informasi 

Keamanan informasi menjadi isu strategis yang perlu segera direspon mengingat 

serangan siber saat ini semakin masif serta menyerang  critical resource (sumber daya 

sangat penting). 

d. Pengelolaan Data Statistik Sektoral 

Dengan adanya UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas 

Komunikasi dan Informatika mendapat tambahan urusan statistik dan persandian. 

Untuk Pengelolaan Data Statistik Sektoral merupakan urusan baru, Data Sektoral 

merupakan produk dari administrasi setiap OPD yang bisa digali, dikumpulkan, 

dianalisa dan dievaluasi yang hasilnya berupa informasi untuk perencanaan 

/pengambilan keputusan.  

Agar terwujud layanan informasi yang akurat dan akuntabel melalui analisis data 

sektoral perlu dilakukan pemetaan data yang ada di OPD Pemerintah Provinsi Maluku. 

Pemetaan data akan menghasilkan jenis dan jumlah data masing-masing OPD yang 

dapat memberi gambaran tentang upaya dan hasil pencapaian target kinerjanya. 

e. Keterbukaan Informasi Publik  

Keterbukaan Informasi Publik belum terlaksana secara terstruktur sesuai amanat 

Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjadi 

wajib dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 

tantangan besar bagi jajaran pemerintah untuk mampu melaksanakannya serta 

menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang 

dibutuhkan oleh masyarakat.  

f. Kelembagaan yang belum mengakomodir Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria 

(NSPK) Bidang Kominfo 

g. Ketersediaan dan Pengembangan SDM belum menunjang Tupoksi. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1.  TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOMINFO PROV. MALUKU     

 

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Tahun 

2019 – 2024 lebih terarah dalam pengejawantahannya ke depan, maka visi dan misi 

tersebut secara operasional dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Adapun tujuan 

berdasarkan Visi dan Misi tersebut adalah : 

1. Mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis gugus pulau  

2. Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah. 
 

dan Sasarannya adalah : 

1. Mewujudkan kemandirian wilayah 

2. Mewujudkan konektivitas dan ketersediaan infrastruktur 

 

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Maluku 

yang  ada  maka  ditetapkan tujuan  dan  sasaran  Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Maluku yang  hendak  dicapai  dalam  kurun  waktu  5  tahun  adalah sebagai 

berikut : 

 

Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Maluku Tahun 2019-2024 adalah : 

 

1. Terselenggaranya Layanan Informasi Publik yang transparan dan mudah diakses 

2. Tersedianya Data  Statistik Sektoral 

3. Terselenggaranya Layanan  Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Aman 

 

Sedangkan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun  

2019 –2024 sebagai berikut : 

 

1. Meningkatnya Layanan Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik 

2. Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Data Statistik Sektoral 

3. Meningkatnya Pengelolaan Layanan Sistem Elektronik yang Aman 

 

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Komunikasi dan 

Informatika  Provinsi Maluku beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1.1
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               TABEL 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 

 

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE 

2020 2021 2022 2023 2024 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. Terselenggaranya 

Layanan Informasi Publik 

yang Transparan dan 

Mudah diakses 

Meningkatnya layanan 
keterbukaan informasi 
publik dan komunikasi 
publik 

Persentase penyebarluasan 
informasi penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembagunan 

83,33 % 83,33 % 83,33 % 100 % 100 % 

2. Tersedianya Data  

Statistik Sektoral 

Meningkatnya 
kemampuan pengelolaan 
data statistik sektoral 

Persentase data statistik sektoral  
yang tersedia 

18.5 % 

 

37 % 

 

55,6 % 

 

74,1 % 

 

100 % 

3. Terselenggaranya 

Layanan  Pemerintahan 

Berbasis Elektronik yang 

Aman 

Meningkatnya 
pengelolaan layanan  
sistem elektronik yang 
aman 

 

Persentase aplikasi yang 

memenuhi standar keamanan 

informasi 

 

4,65 % 9,30 % 13,95 % 18,60% 23,25 % 

Persentase Pemanfaatan 

Jaringan TIK  

20% 30 % 60 % 80 % 100 % 
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Target kinerja yang hendak dicapai di tahun 2019 s/d 2024 terkait : 

1. Untuk sasaran satu dari tujuan satu adalah Persentase penyebarluasan informasi 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan dalam satu 

tahun ditargetkan sebesar  83,33 %. s/d 100 %. 

2. Untuk sasaran dua dari tujuan dua adalah Persentase Data Statistik Sektoral yang 

tersedia, yang ditargetken sebesar 18,5 % s/d 100. 

3. Untuk sasaran tiga dari tujuan tiga adalah Persentase aplikasi yang memenuhi 

standar keamanan informasi yang ditargetkan sebesar 4,65 % s/d 23,25 % dan 

Persentase Pemanfaatan Jaringan TIK yang ditargetken sebesar 20 % s/d 100 %. 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah 

dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi 

tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPJMD Provinsi 

Maluku Tahun 2019 – 2024. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan 

perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan 

efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan 

dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.   

Untuk mewujudkan misi ke 4 (empat) RPJMD, maka dilakukan berlandaskan 3 

(tiga) strategi sebagai berikut :   

 

1. Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi  

2. Meningkatkan kualitas layanan data statistik sektoral 

3. Meningkatkan pengelolaan sistem elektronik yang aman 

 

Dari lima strategi di atas menjadi rumusan untuk mencapai keberhasilan dari suatu 

program dan kegiatan yang berlandaskan dan berpedoman pada arah kebijakan, 

kebijakan itu adalah Pengembangan konsep pengelolaan informasi dan dokumentasi 

didukung dengan elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi dan keamanan 

informasi, dan kontrol masyarakat. Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi  dan 

Informatika Provinsi Maluku disajikan dalam tabel 5.1.1. 
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TABEL 5.1.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

 

VISI      :   Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat                                
Atas Gugusan Kepulauan 

Misi IV  :   Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Terselenggaranya 
Layanan Informasi Publik 
yang Transparan dan 
Mudah diakses 

Meningkatnya layanan 
keterbukaan informasi publik 
dan komunikasi publik 

Meningkatkan Diseminasi Informasi 
melalui pendayagunaan media 
informasi 

Pengembangan konsep 
pengelolaan informasi dan 
dokumentasi didukung dengan 
elemen regulasi, sumber daya 
manusia, teknologi dan 
keamanan informasi, dan  
kontrol masyarakat 

Tersedianya Data  
Statistik Sektoral 

Meningkatnya kemampuan 
pengelolaan data statistik 
sektoral 

Meningkatkan kualitas  layanan data 
statistik sektoral 

Terselenggaranya 
Layanan  Pemerintahan 
Berbasis Elektronik yang 
Aman 

Meningkatnya Pengelolaan 
Layanan  Sistem Elektronik 
yang Aman 

Meningkatkan pengelolaan sistem 
elektronik yang aman 
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BAB VI 
 

RENCANA PROGRAM KEGIATAN, SERTA PENDANAAN 

 

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Maluku, dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi nasional serta arah 

kebijakan dan strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Lembaga Sandi Negara, maka 

dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan 

untuk masing-masing program kegiatan ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah 

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan 

tersebut merupakan indikator kinerja yang berisi outcome program. 

Berikut rencana program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku 

seperti tabel 6.1.1 di bawah ini : 
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 Target  Rp  Target  Rp  Target  Rp  Target  Rp  Target  Rp  Target  Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran

Tingkat Pemenuhan 

Operasional Perangkat 

Daerah

94.48% 100%     1,416,648 100%     1,385,237 100%     1,454,499 100%      1,527,224 100%     1,603,585 100%     1,683,764 Kominfo GP V

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

Tersedianya Jumlah surat 

menyurat untk menunjang 

aktivitas kantor

380 bh 350bh 2,000          690 bh 4,350           450 bh           2,500 450 bh            2,625 450 bh           2,756 450 bh           2,894 Kominfo GP V

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah kesediaan jasa 

komunikasi sumber daya listrik 

untuk kebutuhan kantor

2 unit 2 unit 97,920        2 Unit 104,880       2 Unit 104,880       2 Unit        110,124 2 Unit        115,630 2 Unit        121,412 Kominfo GP V

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan Perizinan 

Kendaraan Dinas / 

Operasional

Jumlah jKendaraan Dinas yang 

layak pakai
7 Unit 6 Unit 23,000        7 unit 30,000         7 unit 23,000         7 unit          24,150 7 unit         25,358 7 unit          26,625 Kominfo GP V

Penyediaan jasa kebersihan 

kantor

Tersedianya jasa kebersihan 

kantor guna menunjang 

aktivitas kantor 

1 org 2 org 64,968        2 orang 69,995         2 orang 69,995         2 orang          73,495 2 orang         77,169 2 orang          81,028 Kominfo GP V

Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ketersediaan Alat tulis 

kantor 
12 bln 12 bln 32,046        443 bh 42,448         350 bh          30,000 350 bh          31,500 350 bh         33,075 350 bh          34,729 Kominfo GP V

Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan 

penggandaan yang tersedia
830 bh

6300 

expl
27,500        

1.002.001  

expl
38,000         6500 expl 26,870         6500 expl          28,214 6500 expl         29,624 6500 expl          31,105 Kominfo GP V

Penyediaan Komponen 

listrik/penerangan bangunan 

kantor

Jumlah ketersediaan 

komponen listrik/penerangan 

bangunan kantor 

54 bh 52 bh 6,084          193 bh 21,020         100 bh          10,000 100 bh          10,500 100 bh         11,025 100 bh          11,576 Kominfo GP V

Penyediaan Bahan Bacaan 

dan Perundang-Undangan

Jumlah bahan bacaan dan 

perundang-undangan yang 

tersedia

400 expl 465 expl 4,190          830 expl 5,150           470 expl           4,500 470 expl            4,725 470 expl           4,961 470 expl           5,209 Kominfo GP V

 Penyediaan Makan dan 

Minum 

 Jumlah ketersediaan 

kebutuhan makanan dan 

minuman untuk menunjang 

aktivitas kantor 

300 kl 866 kl 19,110         720 kali 15,900          700 kali          15,000  700 kali          15,750  700 kali         16,538  700 kali          17,364  Kominfo GP V

Rapat-Rapat Koordinasi dan 

konsultasi ke luar daerah

Jumlah koordinasi dan 

konsultasi yang dilakukan 

aparatur

9 kl 8 kl 127,500       9 kali 160,900       8 kl 127,500       8 kl        133,875 8 kl        140,569 8 kl        147,597 Kominfo
Prov. 

Lain

Rapat-Rapat Koordinasi 

dalam  daerah

Jumlah koordinasi yang 

dilakukan aparatur
 -  -  -  -  -  2 kali          15,000  2 kali          15,750  2 kali         16,538  2 kali          17,364 Kominfo GP V

Penyediaan Jasa Tenaga 

Pendukung Administrasi / 

Perkantoran

Jumlah tenaga Administras 

perkantoran yang tersedia
12 org 14 org 574,050       14 orang 690,254       14 orang 690,254       14 orang        724,767 14 orang        761,005 14 orang        799,055 Kominfo GP V

Penyediaan Bahan dan Alat 

Kebersihan Kantor

Jumlah Bahan dan Alat 

Kebersihan Kantor yang 

tersedia
194 bh - -                 -              -                  -                               - -                                - -                                - -                                - Kominfo GP V

Pemetaan Data Layanan 

Telekomunikasi dan 

Informasi Publik

Jumlah Pemetaan Data 

Layanan Telekomunikasi dan 

Informasi Publik di kab/kota

 -  -  - 
11 

kab/kota
202,340       

11 

kab/kota
200,000       

11 

kab/kota
       210,000 11 kab/kota        220,500 11 kab/kota        231,525 Kominfo 12 GP

Pemetaan Data Data 

Broadband dan BTS

Terlaksananya Pemetaan Data 

Broadband dan BTS di 

Kab/Kota

-
11 

kab/kota
360,690       -              -                  -              -                 -              -                  -               -                 -               -                 Kominfo 12 GP

Forum SKPD Terlaksananya Forum SKPD 60 org 40 org 77,590        -              -                  -              -                 -              -                  -               -                 -               -                 Kominfo 12 GP

Monitoring dan Evaluasi 

Program Pembangunan 

Bidang Kominfo di Provinsi 

Maluku

Terlaksananya Monitoring dan 

evaluasi Program 

Pembangunan Bidang 

Komunikasi dan Informatika di 

Provinsi Maluku yang 

terlaksana

8 Kab -           -                 -              -                  
11 

kab/kota
115,000       

11 

kab/kota
       120,750 11 kab/kota        126,788 11 kab/kota        133,127 Kominfo 12 GP

Rapat - Rapat Kerja Daerah 
Jumlah rapat-rapat kerja 

daerah yang dilakukan apratur
 -  -  -  -  -  3 kali          20,000  3 kali          21,000  3 kali         22,050  3 kali          23,153 Kominfo 12 GP

Program  Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur

Tingkat Pemenuhan Sarana 

dan Prasarana Kerja
38.61% 100%        440,185 100%        471,275 100%     6,977,661 100%      2,888,544 100%     3,032,972 100%     3,184,620 Kominfo GP V

Rehab Berat Gedung Kantor
Terlaksananya rehab gedung 

kantor 
 -  -  -  -  - 1 gedung 4,000,000     -  -  -  -  -  - Kominfo GP V

Pengadaan Kendaraan 

Dinas/operasional

Jumlah pengadaan Kendaraan 

Dinas (1 Kendaraan Roda 

Empat dan 2 kendaraan Roda 

Dua) yang tersedia

 -  -  -  -  - 3 unit 360,000       4 unit 140,000       4 unit 147,000       4 unit 154,350       Kominfo GP V

Pengadaan Pakaian Khusus 

Hari-hari tertentu

Jumlah pakaian daerah bagi 

aparatur  60 bh  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - GP V

Pengadaan Peralatan 

Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung 

Kantor yang tersedia
 -  -  - 13  bh 128,550       13  bh        134,978 13  bh        141,726 13  bh        148,813 13  bh        156,253 Kominfo GP V

Pengadaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Jumlah pengadaan peralatan 

AC, Laptop, Desktop  dan 

Printer yang terlaksana

 111 bh  15 unit        199,210  -  - 13  bh 128,550       13  bh 134,978       13  bh 141,726       13  bh 148,813       Kominfo GP V

Pengadaan peralatan studio 

kantor

Jumlahketersediaan perlatan 

studio yangmemadai guna 

menunjang aktivitas  kantor

 -  -  - 14 unit        114,550 14 unit        114,550 14 unit        120,278 14 unit        126,291 14 unit        132,606 Kominfo GP V

Pengadaan Rangka Baliho 

Paten

Jumlah Rangka Baliho Paten 

yang terlaksana
 -  -  -  -  - 3 Rangka        600,000 3 Rangka        630,000 3 Rangka        661,500 3 Rangka        694,575 Kominfo

12 

Gugus 

Pulau

Pengadaan Videotron
Jumlah Videotron yang 

terlaksana
 -  -  -  -  - 1 buah     1,400,000 1 buah      1,470,000 1 buah     1,543,500 1 buah     1,620,675 Kominfo GP V

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan rutin 

Gedung Kantor yang 

dilaksanakan

 1 kali  2 kali         69,703 1 kali          69,703 1 kali          73,188 1 kali          76,848 1 kali         80,690 4 buah          84,724 Kominfo GP V

Pemeliharaan rutin/berkala 

kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan yang 

memadai dan layak untuk 

menunjang kegiatan kantor 

 6 unit  6 unit        143,500 7 unit        136,500 7 unit        143,325 7 unit        150,491 7 unit        158,016 6 unit        165,917 Kominfo GP V

Pemeliharaan rutin/berkala 

peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan yang 

memadai guna menunjang 

aktivitas kantor

 16 unit  26 unit         16,800 16 unit          11,000 16 unit          11,550 16 unit          12,128 16 unit         12,734 16 unit          13,371 Kominfo GP V

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Rangka Baliho

Tersedianya Rangka Baliho 

yang layak pakai guna 

menunjang pelayanan publik  

 - 6 unit         10,972 4 unit          10,972 4 unit          11,521 4 unit          12,097 4 unit         12,701 4 unit          13,337 kominfo GP V

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur

Jumlah Aparatur yang 

mengikuti Peningkatan 

Kapasitas SDA

97.96% 100% 80,000        100% 197,800       100% 207,690       100% 218,075       100% 228,978       100% 240,427       Kominfo GP V

Pemberdayaan dan 

Penguatan lembaga 

pengelola Informasi dan 

Dokumentasi

Jumlah Kegiatan  

Pemberdayaan dan Penguatan 

Lembaga Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi yang 

terlaksana

3 kl% 0 -                 -              -                  -              -                 -              -                  -               -                 -               -                 Kominfo GP V

Diklat/Bimtek/Sosialisasi 

Peningkatan Kualitas SDM 

Kominfo

Jumlah  ASN yang mengikuti 

Diklat / Bimtek / Sosialisasi 
0 10 org 80,000        13 orang 197,800       13 orang        207,690 13 orang        218,075 13 orang        228,978 13 orang        240,427 Kominfo

GP V, 

Prov. 

Lain

Program Peningkatan 

Disiplin Aparatur 

Meningkatkan Disiplin 

Apartur  -  - -                 100% 21,000         100% 22,050         100% 23,153         100% 24,310        100% 25,526         Kominfo GP V

Pengadaan Pakaian Dinas 

dan Perlengkapan

Jumlah Pakaian Dinas dan 

perlengkapannya bagi Aparatur
 -  - -                 -              -                  -              -                 -  - 60 buah 24,310         -  - Kominfo GP V

Pengadaan Pakaian Khusus 

Hari-hari tertentu

Jumlah Pakaian/Baju Daerah 

bagi Aparatur
 -  - -                 60 buah 21,000         -  - 60 buah 23,153         -  - 60 buah 25,526         Kominfo GP V

Pengadaan Baju Olah raga
Jumlah Pakaian/Baju Olah 

raga bagi Aparatur
 -  - -                  - -                  60 buah 22,050          -  -  -  -  -  - Kominfo GP V

Program Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Persentase Dokumen 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Yang disusun 

tepat waktu

 -  - -                 100% 237,387       100% 249,256       100% 261,719       100% 274,805       100% 288,545       Kominfo GP V

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja OPD

Tersedianya Laporan Capaian 

Kinerja OPD
 -  - -                 3 dokumen 9,107           3 dokumen           9,562 3 dokumen          10,040 3 dokumen         10,542 3 dokumen          11,070 Kominfo GP V

Penyusunan Renja 

OPD/Forum OPD

Tersedianya Renja OPD dan 

Pelaksanaan Forum OPD
 -  - -                 1 dokumen 228,280       1 dokumen        239,694 1 dokumen        251,679 1 dokumen        264,263 1 dokumen        138,738 Kominfo GP V

Penyusunan Renstra OPD Tersedianya Renstra OPD  -  - -                 -              - - - - - - - 1 dokumen        138,737 Kominfo GP V

Program Pembangunan 

dan Pengembangan 

Aplikasi dan Informatika

Jumlah Pengelolaan 

Aplikasi di Lingkungan 

Pemprov Maluku

1 aplki - 363,590        -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Kominfo GP V

Pembuatan Aplikasi 

Manajemen dan Monitoring 

APBN

Jumlah aplikasi yang 

terlaksana
1 aplki 0 -                  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Kominfo GP V

Optimalisasi Fungsi dan 

Operasional Mobile 

Community Access Point

Terlaksananya Optimalisasi 

Fungsi dan Operasional Mobile 

Community Access Point

3 kl 3 kl 6,600           -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Kominfo GP V

Operasional Maintenance 

Jaringan Akses Internet

Terlaksananya Operasional 

Maintenance Jaringan Akses 

Internet

2 Lokasi 2 lokasi 216,990        -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Kominfo GP V

Pengembangan TIK
Jumlah aplikasi yang 

terlaksana
1 apkli 0 -                  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Kominfo GP V

Penerapan Tata Kelola TIK 

Pemerintah Daerah

Terlaksananya Penerapan Tata 

Kelola TIK Pemerintah Daerah
0 29 org 140,000        -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Kominfo GP V

Program Pengembangan 

Komunikasi, Informasi dan 

Media Massa

Jumlah layanan Informasi 

dan komunikasi publik
4 jenis 5 jenis 716,270        -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Kominfo GP V

Peningkatan Kesadaran 

Nasionalisme

Jumlah Event nasional yang 

terlaksana
2 event 2 event 38,000         -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Kominfo GP V

Penyelesaian Sengketa 

Informasi Publik

Jumlah Sengketa yang 

terselesaikan
3 Kali 48,000        

Penyediaan Data Sektoral Jumlah data yang tersedia 6 lokasi 0 -                  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Kominfo GP V

Penyebarluasan Informasi 

Pembangunan Daerah 

melalui media Elektronik

Jumlah  Keg Informasi 

Pembangunan Daerah melalui 

media Elektronik yang 

terlaksana

5 kl 6 kl 39,000         -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Kominfo GP V

Rapat rapat teknis dan 

Koordinasi 

Jumlah Perjalan Dinas yang 

terlaksana
0 2 kl 46,100         -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Kominfo

GP V, 

Prov. 

Lain

Rapat teknis dan 

Pemeringkatan KIP

Jumlah Perjalan Dinas yang 

terlaksana
0 5 kl 145,000        -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Kominfo

GP V, 

Prov. 

Lain

Seleksi pemelihan 

Komisioner KIP

Jumlah Kegiatan yang 

terlaksana
0 5 org 400,170        -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Kominfo

GP V, 

Prov. 

Lain

Program Fasilitasi 

Peningkatan SDM Bidang 

Komunikasi dan Informasi

Jumlah Kegiatan 

Peningkatan SDM Bidang 

Komunikasi dan Informasi 

yang terlaksana

1 Keg - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Kominfo GP V

Workshop TIK bagi 

Masyarakat

Jumlah masyarakat yang 

mengikuti workshop
15 org - -                  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Kominfo GP V

Program Kerjasama 

Informasi dengan Media 

Massa

Jumlah layanan Informasi 

dan komunikasi publik
100 bh 99 bh 455,820        -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Kominfo GP V

Penyebaran Informasi 

Pembangunan daerah 

melalui Media Luar Ruang

Jumlah Penyebaran Informasi 

yang terlaksana
100 bh 99 bh 455,820        -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Kominfo GP V

Program Persandian dan 

Pengamanan Informasi

Jumlah keg sosialisasi dan 

FGD yang terlaksana
1 keg 3 keg 162,685        -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Kominfo

GP V, 

Prov. 

Lain

Pengelolaan dan 

Perlindungan Informasi Milik 

Pemerintah Provinsi Maluku

Jumlah SDM yang mengikuti 

Kegiatan FGD 
17 org 0 -                  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Kominfo GP V

Pengelolaan dan 

Perlindungan Informasi 

Berklasifikasi Milik 

Pemerintah Provinsi Maluku

Jumlah SDM yang mengikuti 

Kegiatan FGD 
0 25 org 18,840        - - - - - - - - - - Kominfo GP V

It Security Assesment Jumlah Kegiatan Sosilisasi 0 50 org 42,090        - - - - - - - - - - Kominfo GP V

Sosialisasi Pemanfataan 

Sertifikasi Elektronik pada 

Pemerintah Provinsi Maluku

Jumlah kegiatan Sosialisasi 0 50 org 101,755       - - - - - - - - - - Kominfo GP V

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur Persandian

Jumlah SDM yang 

mengikuti Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur Persandian

6 org - - - - - - - - - - - - Kominfo GP V

Pengelolaan dan 

Peningkatan Sumber Daya 

Aparatur Persandian

Jumlah SDM yang mengikuti 

Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur 

Persandian

6 org - - - - - - - - - - - - Kominfo GP V

Terselenggaranya 

Layanan  

Pemerintahan 

Berbasis 

Elektronik yang 

Aman

Meningkatnya 

Pengelolaan 

Layanan  Sistem 

Elektronik yang 

Aman

Program Pengelolaan 

Aplikasi Informatika

Persentase Perangkat 

daerah yang telah 

menyelenggarakan 

pelayanan berbasis 

Elektronik 

 -  -  - 50     7,660,735 65.22     8,043,772 80.43      8,445,960 93.48     8,867,708 93.48     9,205,994 Kominfo GP V

Penyusunan kebijakan dalam 

penyelenggaraan nama 

domain dan e-Government 

(SPBE)

Jumlah Kebijakan 

penyelenggaraan SPBE
 -  -  -  -  - 1 Pergub          50,000  -  -  -  -  -  - Kominfo GP V

Layanan akses internet, 

intranet dan komunikasi intra 

Pemerintah Daerah

Tersedianya akses internet 

bagi pelayanan publik dan 

Pemerintah Daerah 

 -  -  - 193 lokasi     7,181,561 193 lokasi     4,640,639 193 lokasi      4,925,171 193 lokasi     5,171,430 193 lokasi     5,430,001 Kominfo 12 GP

Layanan nama domain dan 

subdomain bagi lembaga, 

pelayanan publik dan 

kegiatan Pemerintah Daerah

Tersedianya layanan nama 

domain dan subdomaind bagi 

lembaga pelayanan publik dan  

Pemerintah Daerah sesuai 

ketentuan yang berlaku

 -  -  - 25 OPD          45,900 30 OPD          48,195 35 OPD          50,605 40 OPD         53,135 46 OPD          55,792 Kominfo GP V

Layanan website lembaga, 

pelayanan publik dan 

kegiatan Pemerintah Daerah

Tersedianya layanan website 

lembaga  pelayanan publik dan  

Pemerintah Daerah

 -  -  - 1 website        214,174 3 website        224,883 3 website        236,127 3 website        247,933 3 website        260,330 Kominfo GP V

Layanan pengembangan dan 

pengelolaan aplikasi umum 

dan aplikasi khusus yang 

terinterigasi

Jumlah Pengelolaan Aplikasi 

umum dan khusus yang 

terintegrasi

 -  -  - 2 aplikasi        156,700 2 aplikasi        164,535 2 aplikasi        172,762 2 aplikasi        181,400 2 aplikasi        190,470 Kominfo GP V

Pengembangan Sumber 

Daya TIK Pemerintah Daerah

 Jumlah Aparatur yang 

mengikuti Peningkatan 

Kapasitas SDA 

 -  -  -  -  - 10 org        120,000 10 org        126,000 10 org        132,000 10 org        138,000 Kominfo Prov lain

Penyelenggaraan Ekosistem 

TIK dan kerjasama smart city 

/ province

Cetak biru sistem jaringan Intra 

Pemerintah Daerah
 -  -  -  -  - 1 buku        130,000 1 buku        136,500 1 buku        143,325 1 buku        150,491 Kominfo GP V

Layanan infrastruktur dasar 

data center, disaster 

recovery center dan TIK

Terlaksananya Pembangunan 

Sistim jaringan intra (FO) & 

command center

 -  -  -  -  - 10 OPD     2,500,000 10 OPD      2,625,000 10 OPD     2,756,250 15 OPD     2,894,063 Kominfo GP V

Promosi dan sosialisasi 

layanan publik berbasis 

elektronik

Jumlah sosialisasi layanan 

publik berbasis elektronik
 -  -  -  -  - 2 kali        100,000 2 kali        105,000 2 kali        110,000 2 kali          11,000 Kominfo GP V

Monitoring, evaluasi dan 

Pelaporan 

Jumlah laporan monitoring dan 

evaluasi
 -  -  - 1 dokumen          62,400 1 dokumen          65,520 1 dokumen          68,796 1 dokumen         72,236 1 dokumen          75,848 Kominfo GP V

Program 

Penyelenggaraan 

Pengamanan Informasi 

Pemerintah Daerah

Jumlah Layanan 

Pengamanan Informasi di 

Lingkup Pemprov Maluku 

yang terlaksana

 -  -  - 4 jenis        267,480 4 jenis        280,854 4 jenis        294,897 4 jenis        309,642 4 jenis        325,124 Kominfo

GP V, 

Prov. 

Lain

Pengembangan Layanan 

Keamanan Informasi

Jumlah kegiatan yang 

dilaksanakan untuk 

penanggulangan dan 

pemulihan insiden keamanan 

informasi 

 -  -  -  1 keg          62,965  1 keg          50,000  1 keg          40,000  1 keg         42,000  1 keg          44,100 Kominfo

GP V, 

Prov. 

Lain

Literasi Keamanan Informasi 

Pemerintah Daerah dan 

Publik

Indeks kesadaran keamanan 

informasi (Security Awerness 

Index)

 -  -  -  -  -  1 keg          30,854  1 keg          31,897  1 keg         33,492  1 keg          35,166 Kominfo

GP V, 

Prov. 

Lain

Peningkatan Kapasitas SDM 

Aparatur di Bidang 

keamanan Informasi 

Jumlah aparatur pemerintah 

daerah yang telah 

mendapatkan peningkatan 

kompentensi  

 -  -  -  6 org          78,300  6 org          50,000  6 org          45,000  6 org         47,250  6 org          49,613 Kominfo

GP V, 

Prov. 

Lain

Penyelenggaraan Jaring 

Komunikasi Sandi 

Persentase keterhubungan 

perangkat daerah dalam Jaring 

Komunikasi Sandi

 -  -  - 50%          55,000 60%          50,000 70%          45,000 80%         47,250 100%          49,613 Kominfo

GP V, 

Prov. 

Lain

Penyusunan Kebijakan Tata 

Kelola Keamanan informasi

Jumlah Kebijakan Tata Kelola 

Informasi
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 Pergub          25,125 Kominfo

GP V, 

Prov. 

Lain

Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan di Bidang 

Keamanan Informasi

Jumlah laporan monitoring dan 

evaluasi di bidang keamanan 

informasi

 -  -  -  -  -  -  - 
 1 

dokumen 
         50,000  1 dokumen         52,500  1 dokumen          30,000 Kominfo

GP V, 

Prov. 

Lain

Peningkatan Kapasitas 

Teknologi Keamanan 

Informasi

Jumlah infrastruktur, perangkat 

keras, perangkat lunak, 

dan/atau fasilitas teknologi 

keamanan informasi.

 -  -  -  -  -  2 unit          50,000  2 unit          45,000  2 unit         47,250  2 unit          49,613 Kominfo

GP V, 

Prov. 

Lain

Penerapan Sistem 

Manajemen Pengamanan 

Informasi

Jumlah Perangkat daerah yang 

telah menerapkan sistem 

manajemen pengamanan 

informasi

 -  23 OPD          71,215  23 OPD          50,000  23 OPD          38,000  23 OPD         39,900  23 OPD          41,895  1 Keg 

GP V, 

Prov. 

Lain

Program Pengelolaan 

Informasi dan Komunikasi 

Publik

Cakupan Penyebarluasan 

Informasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan 

Pembangunan  

 -  -  - 100%        811,410 100%        851,981 100%        894,580 100%        939,309 100%        986,275 Kominfo

GP V, 

Prov. 

Lain

Penyebarluasan informasi 

pembangunan melalui media

Tersedianya informasi melalui 

media kepada masyarakat
 -  -  - 4 jenis        416,380 5 jenis        350,000 5 jenis        367,500 5 jenis        385,875 5 jenis        405,169 Kominfo

12 

Gugus 

Pulau

Penyelenggaraan Hubungan 

Masyarakat Media dan 

Kemitraan Komunitas

Terselenggaranya Hubungan 

Masyarakat Media dan 

Kemitraan Komunitas

 -  -  - 4 kegiatan        132,100 4 kegiatan        120,000 4 kegiatan        126,000 4 kegiatan        132,300 4 kegiatan        138,915 Kominfo GP V

Pelayanan Informasi publik 

dalam rangka pelaksanaan 

keterbukaan informasi publik

Terselenggaranya Pelayanan   

informasi publik dalam rangka 

keterbukaan informasi publik

 -  -  - 2 kegiatan          34,600 2 kegiatan          30,000 2 kegiatan          31,500 2 kegiatan         33,075 2 kegiatan          34,729 Kominfo

12 

Gugus 

Pulau

Dukungan Administrasi 

Komisi Informasi dan 

Penyelesaian Sengketa 

Informasi Publik

Persentase penyelesaian 

sengketa informasi 
 -  -  - 100%        190,000 100%        160,000 100%        168,000 100%        176,400 100%        185,220 Kominfo GP V

Peningkatan Kapasitas 

Sumberdaya komunikasi 

Publik

Jumlah SDM yang mengikuti 

bimtek/pelatihan keterbukaan 

informasi publik

 -  -  -  -  -  5 orang          63,000  5 orang          66,150  5 orang         69,458  5 orang          72,930 Kominfo GP V

Monitoring Opini dan Aspirasi 

Publik

Terselenggaranya Monitoring, 

Opini dan Aspirasi Publik
 -  -  - 10 kali          38,330 10 kali          30,000 10 kali          31,500 10 kali         33,075 10 kali          34,729 Kominfo

12 

Gugus 

Pulau

Produksi Konten Informasi 

Publik

Jumlah konten informasi publik 

yang diproduksi
 -  -  -  -  - 40 konten          50,000 60 konten          52,500 60 konten         55,125 60 konten          57,881 Kominfo GP V

Koordinasi pelaksanaan 

informasi dan komunikasi 

publik

Jumlah pelaksanaan rapat 

koordinasi bakohumas
 -  -  -  -  - 1 kegiatan          48,981 1 kegiatan          51,430 1 kegiatan         54,002 1 kegiatan          56,702 Kominfo GP V

Tersedianya Data  

Statistik Sektoral

Meningkatnya 

kemampuan 

pengelolaan data 

statistik sektoral

Program Penyelengaraan 

Statistik Sektoral

Persentase Data Statistik 

Sektoral
 -  -  - 25.92        122,000 44,44 %        128,100 70,73 %        134,505 85.19        141,230 100 %        148,292 Kominfo

GP V, 

Prov. 

Lain

Pengumpulan Data Statistik 

Sektoral

Persentase Data Statistik 

Sektoral  yang terkumpul
 -  -  - 23,81 %          64,500 47,62 %          40,000 71,43 %          42,000 0.95         44,100 100%          46,305 Kominfo

GP V, 

Prov. 

Lain

Pengolahan Data Statistik 

Sektoral

Persentase Data Statistik 

Sektoral yang tersedia 
 -  -  -  -  - 21,74%          10,000 47,83%          10,500 73,91%         11,025 100%          11,576 Kominfo

GP V, 

Prov. 

Lain

Analisis Data Statistik 

Sektoral

Jumlah data OPD yang telah 

dianalisis
 -  -  -  -  - 10 OPD          10,000 10 OPD          10,500 10 OPD         11,025 10 OPD          11,576 Kominfo

GP V, 

Prov. 

Lain

Membangun Metadata 

Statistik Sektoral

Tersedianya Metadata Statistik 

Sektoral
 -  -  - 4 kali          19,650 4 kali          20,000 4 kali          21,000 4 kali         22,050 4 kali          23,153 Kominfo

GP V, 

Prov. 

Lain

Desiminasi Data Statistik 

Sektoral

Terlaksananya  Desiminasi 

Data Statistik Sektoral 
 -  -  -  -  - 30 org          20,000 30 org          21,000 30 org         22,050 30 org          23,153 Kominfo

GP V, 

Prov. 

Lain

Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Statistik 

Sektoral

Persentase OPD dan Kab/kota 

Yang Mengikuti DIKLAT
 -  -  - 100%          37,850 100%          28,100 100%          29,505 100%         30,980 100%          32,529 Kominfo

GP V, 

Prov. 

Lain

Tahun 2023

Kondisi Kinerja pada 

akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah

Terselenggaranya 

layanan informasi 

publik yang 

transparan dan 

mudah diakses

Meningkatnya 

layanan 

keterbukaan 

informasi publik 

dan komunikasi 

publik

Terwujudnya Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

yang Baik

Terwujudnya 

Penyelenggaran 

Pemerintahan yang 

Efektif dan Efisien

NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN LAMA

PERUBAHAN NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN SETELAH NSPK BARU

Tabel 6.1.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Maluku

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan 

Sasaran, Program 

(Outcome) dan Kegiatan 

(Output)

Data Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan

 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
 Unit 

Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Pengangg

ung 

jawab 

Lokasi
 Tahun 2019 Tahun 2020  Tahun 2021 Tahun 2022
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BAB VII 
 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Keberhasilan suatu program dan kegiatan secara tahunan dapat dilihat dari indikator –

indikator yang terukur. Oleh karena itu pelaksanaan monitoring dan evaluasi program serta kegiatan 

sebaiknya terus dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, dimana 

perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan dilaporkan oleh penanggung jawab program 

kegiatan kepada kepala dinas dan kepada pihak yang terkait, dan selanjutnya dibuat laporan 

akuntabilitas kinerja (LKIP). Dalam menetapkan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Maluku, mengacu kepada tugas pokok dan fungsi SKPD serta tujuan dan sasaran RPJMD 

Provinsi Maluku, dan sekaligus menggambarkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 Tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi 

Maluku tahun 2019-2024. 

Dari tabel 7.1.1 di bawah ini terlihat indikator kinerja pembangunan daerah yang diharapkan 

naik, dan dapat membuat kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD 2024 baik dan mencapai 100% 

dari semua indikator kinerja pembangunan daerah. 
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Tabel 7.1.1 

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

        

No Indikator Sasaran 
Kondisi Kinerja Awal 
pada periode RPJMD 

Targat Kinerja Sasaran Tahun Ke- 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Persentase penyebarluasan 
informasi penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembagunan 

n/a 83,33 % 83,33 % 83,33 % 100 % 100 % 

2. 
Persentase Data Statistik Sektoral 
yang tersedia  

n/a 18.5 % 37 % 55,6 % 74,1 % 100 % 

3. 
Persentase aplikasi yang 
memenuhi standar keamanan 
informasi 

n/a 4,65 % 9,30 % 13,95 % 18,60 % 23,25 % 

4. 
Persentase Pemanfaatan Jaringan 
TIK 

 n/a 20 % 30 % 60 % 80 % 100 % 
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2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terselenggaranya Layanan 

Informasi Publik yang 

transparan dan mudah 

diakses

Meningkatnya layanan 

keterbukaan informasi publik 

dan komunikasi publik

Persentase penyebarluasan 

informasi penyelenggaraan 

pemerintahan dan 

pembagunan 83.33% 83.33% 83.33% 100% 100%

Jenis penyebarluasan informasi 

tahun berjalan : Jumlah jenis 

penyebarluasan informasi  (6 

Jenis) x 100

2020 =5 : 6 jenis Informasi yang 

disebarkan x 100, 2021 = 5,  2022 = 5,  

2023 s/d 2024 6/6x100 = 100%                                                 

(6 jenis : Luar Ruang, Elektronik, Info 

Publik (Website), Mobil Calling, Medsos 

dan Media Cetak)

Tersedianya Data  Statistik 

Sektoral

Meningkatnya kemampuan 

pengelolaan data statistik 

sektoral 

Persentase Data Statistik 

Sektoral yang tersedia

18.5 % 37% 55,6% 74,1% 100%

Jumlah data statistik yang masuk 

: Jumlah seluruh data statistik (27) 

x 100

Thn 2020 = 5 : 27 data statistik sektoral 

x 100, Thn  2021 = 10 : 27 x 100, 2022 

(15), 2023 (20), 2024 (27)

Persentase  aplikasi yang 

memenuhi standar keamanan 

informasi 4.65% 9,30% 13.95% 18,60% 23.25%

 Jumlah aplikasi yg memenuhi 

standart keamanan informasi : 

Jumlah aplikasi yang ada pada 

OPD (86) x 100

thn 2020 = 4 aplikasi : 86 aplikasi umum 

dan khusus Thn  2021 (8), 2022 (12), 

2023 (16), 2024 (20)

Persentase Pemanfaatan 

Jaringan TIK 

20% 30% 60% 80% 100%

Jumlah besaran bandwith yang 

terpakai : target (250 mbps)x 100 

Thn 2020 = 50 mbps : 250 mbps  x 100, 

Thn  2021 = 75 mbps : 250 mbps x 100, 

2022 (150), 2023 (200), 2024 (250)

Terselenggaranganya 

Layanan  Pemerintahan 

Berbasis Elektronik yang 

Aman

Lampiran :  Penjelasan Bab 4.  Tujuan dan Sasaran

Meningkatnya Pengelolaan 

Layanan  Sistem Elektronik 

yang Aman

TARGET

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN
KET

 


